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Abstrak 
Good Governance memiliki prinsip yang menjadi kunci dasar dalam pelaksanaan tata kelola yang baik. 
Pada kantor Kelurahan Gundaling I Berastagi prinsip-prinsip Good Governance belum sepenuhnya di 
implementasikan dengan baik. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi prinsip-
prinsip Good Governance pada Kelurahan Gundaling I Berastagi dan untuk mengetahui faktor 
penghambat terselenggaranya prinsip-prinsip Good Governance pada Kelurahan tersebut. Adapun 
permasalahan pada penelitian ini difokuskan pada adanya keluhan masyarakat terhadap kedisplinan 
para pegawai di Kelurahan Gundaling I Berastagi. Untuk mendeekati masalah ini maka digunakan acuan 
teori Sedarmayanti meliputi, responsivitas, efektivitas dan efesiensi, keadilan, akuntabilitas dan 
transparansi. Data yang dikumpulkan yaitu berdasarkan teknik pengumpulan data melalui observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif yang bersifat 
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip Good Governance dalam 
meningkatkan kinerja organisasi pelayanan publik pada kantor Kelurahan Gundaling I Berastagi belum 
sepenuhnya di implementasikan dengan baik karena masih terdapat indikator yang belum berjalan 
dengan baik di Kantor Kelurahan Gundaling I Berastagi. Adapun indikator yang belum 
diimplementasikan dengan baik yaitu indikator efektivitas dan efesien yang mencakup tentang 
kedisplinan para pegawai dalam memberikan pelayanan. Selain itu adanya faktor penghambat yang 
menghambat penyelenggaraan prinsip-prinsip Good Governance pada Kelurahan Gundaling I Berastagi 
seperti: sumber daya manusia dan kurangnya sarana dan prasarana. 
Kata Kunci: Implementasi, Prinsip-Prinsip Good Governance, Kinerja 

Abstract 
Good Governance has principles that are the basic keys in the implementation of good governance. At the 
Gundaling I Berastagi Village office the principles of Good Governance have not been fully implemented 
properly. This article aims to describe the implementation of Good Governance principles in Gundaling I 
Berastagi Village and to find out the inhibiting factors for the implementation of Good Governance 
principles in the Kelurahan. The problems in this study focused on the existence of public complaints against 
the discipline of employees in Gundaling I Berastagi Village. To approach this problem, Sedarmayanti's 
theoretical references are used, including responsiveness, effectiveness and efficiency, fairness, 
accountability and transparency. The data collected is based on data collection techniques through 
observation, interviews, and documentation. Then analyzed using a descriptive qualitative method. The 
results of the study indicate that the implementation of the principles of Good Governance in improving the 
performance of public service organizations at the Gundaling I Berastagi Village office has not been fully 
implemented properly because there are still indicators that have not gone well at the Gundaling I Berastagi 
Village Office.  
Keywords: Implementation, Principles Of Good Governance, Performance 
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PENDAHULUAN  
Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan salah satu tujuan utama 

yang dikejar oleh setiap tingkatan pemerintahan, baik itu tingkat pusat maupun tingkat daerah. 
Keberhasilan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good clean 
governance) menjadi cita-cita dan harapan yang diamanatkan oleh masyarakat kepada 
pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, landasan hukum untuk Good Governance terdapat dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000. Menurut peraturan tersebut, Good Governance 
diartikan sebagai "Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip 
profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, 
supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat." 

Konsep Good Governance ini tidak hanya menjadi landasan teoritis semata, melainkan juga 
merupakan landasan operasional yang diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik oleh 
semua lembaga pemerintah. Prinsip-prinsip seperti profesionalitas, akuntabilitas, dan 
transparansi menjadi kunci dalam memastikan bahwa pemerintahan beroperasi secara efisien dan 
efektif, sementara prinsip demokrasi dan supremasi hukum memberikan landasan yang kuat 
untuk menjaga hak dan kewajiban masyarakat serta menjamin keadilan dalam sistem hukum 
(Kaban et al., 2017; I. S. Purba & Djamin, 2015). 

Dalam praktiknya, Good Governance bukanlah hanya sekadar slogan, melainkan merupakan 
landasan penting untuk membangun pemerintahan yang responsif, amanah, dan mampu 
memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip 
Good Governance ke dalam kebijakan dan praktik pemerintahan sehari-hari, pemerintah 
berpotensi untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas 
hidup masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, implementasi Good Governance bukanlah 
sekadar aspirasi, tetapi sebuah komitmen yang perlu diwujudkan dalam tindakan nyata (Abduloh, 

Arifudin, et al., 2020; Saragih, 2017; Yusriadi & Tinggi, 2019). 
Implementasi prinsip-prinsip Good Governance memiliki tujuan utama untuk 

menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien, salah satunya melalui 
penyempurnaan sistem pelayanan yang lebih akuntabel. Beberapa masalah yang sering 
dihadapi dalam pelayanan publik antara lain adalah kurangnya informasi yang disediakan 
kepada masyarakat, kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah, ketidakresponsifan 
terhadap kebutuhan masyarakat, birokrasi yang rumit dan berbelit-belit, sulitnya 
aksesibilitas layanan, serta kurangnya kemauan untuk mendengarkan saran, masukan, 
dan aspirasi dari Masyarakat (Sidabutar et al., 2023; Suharyanto et al., 2022). Dalam 
konteks kelembagaan, salah satu kelemahan mendasar dalam sistem pelayanan publik 
adalah desain organisasi yang belum sepenuhnya tertata secara optimal untuk 
memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat. Desain organisasi yang tidak 
memprioritaskan pelayanan publik seringkali mengakibatkan terjadinya birokrasi yang 
rumit dan tidak terkoordinasi. Hal ini berdampak pada pelayanan yang lambat, berbelit-
belit, dan tidak responsif terhadap kebutuhan Masyarakat (Abduloh, Juhadi, et al., 2020; J. 
F. Purba et al., 2019). 

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, implementasi prinsip-prinsip Good 
Governance mengharuskan perubahan dalam desain dan manajemen organisasi 
pemerintahan. Organisasi pelayanan publik harus dirancang dengan lebih baik, dengan 
fokus pada efisiensi, akuntabilitas, dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penting juga 
untuk meningkatkan koordinasi antarinstansi pemerintah sehingga pelayanan dapat 
berjalan lebih lancar dan efektif. Dengan demikian, implementasi Good Governance di 
sektor pelayanan publik dapat membawa perubahan positif yang signifikan, 
meningkatkan kualitas pelayanan, dan memenuhi harapan masyarakat akan 
pemerintahan yang lebih baik (Abduloh, Arifudin, et al., 2020; Suharyanto et al., 2019). 

Konsep Good Governance muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap 
kinerja pemerintahan yang selama ini diandalkan sebagai penyelenggara urusan publik. 
Ketidakpuasan ini muncul dari sejumlah kriteria yang mencerminkan kurangnya 
efektivitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa kriteria 
ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan mencakup kurangnya transparansi dalam 
interaksi antara pemerintah dan masyarakat, ketidakmampuan pemerintah untuk 
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menjaga keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat, serta pelayanan yang tidak selalu 
sesuai dengan kebutuhan Masyarakat (Sedarmayanti, 2004). Dalam konteks pengukuran 
kinerja pemerintah, birokrasi memainkan peran kunci sebagai alat untuk menilai 
keberhasilan pelayanan publik. Namun, salah satu kendala utama yang dihadapi dalam 
evaluasi kinerja pemerintah adalah kesulitan dalam mengukur output dan kualitas 
pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini dapat menjadi tantangan serius dalam 
menilai apakah pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat atau tidak. 

Oleh karena itu, Good Governance menekankan pentingnya transparansi, 
akuntabilitas, efektivitas, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemerintah mampu memberikan pelayanan 
publik yang berkualitas, memenuhi keadilan, dan merespons kebutuhan masyarakat 
secara efektif. Melalui konsep good governance, diharapkan pemerintahan dapat 
meningkatkan kinerjanya dan lebih baik dalam memenuhi tugasnya sebagai 
penyelenggara urusan publik yang berorientasi pada kepentingan Masyarakat (Syofyan, 
2021). 

Dilihat dari sudut pandang otonomi daerah, terkhususnya di Indonesia penerapan 
Good Governance adalah suatu kepentingan yang mendesak untuk mewujudkan suatu 
pemerintahan daerah yang efisien dan efektif, mandiri dan terbebas dari korupsi, kolusi 
dan nepotisme. Hal ini dapat di dukung dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang dapat memberikan peluang besar agar 
terlaksananya asas desentralisasi, dalam hal ini untuk menjamin pelayanan publik yang 
baik maka di wujudkan dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 
tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik. Pemberlakuan kedua Undang-Undang menjadi bentuk 
mendorong terciptanya Good Governance dalam pelayanan publik. 

Implementasi prinsip-prinsip Good Governance sangat penting diterapkan untuk 
mewujudkan suatu pemerintahan daerah yang efisien dan efektif, mandiri dan terbebas 
dari korupsi, kolusi dan nepotisme salah satu nya diterapkan pada Kelurahan Gundaling I 
Berastagi. Implementasi prinsip-prinsip Good Governance pada Kelurahan Gundaling I 
Berastagi sejauh ini sudah di terapkan dengan baik. Tetapi beberapa pendapat dari 
masyarakat setempat mengatakan adanya prinsip Good Governance yang belum 
dijalankan dengan baik, terdapat keluhan atau pun permasalahan yang di Kelurahan 
Gundaling I Berastagi seperti kurangnya sikap displin para pegawai dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat.   
 Adapun kajian-kajian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian yang digunakan 

peneliti antara lain: Lia Veronika Barus (2011). Dengan judul “Pengaruh Pelaksanaan Good 
Governance Terhadap Pelayanan Publik (Studi Pada Kantor Kecamatan Barusjahe 
Kabupaten Karo)”. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat pelayanan 
publik, yang semakin tinggi pelaksanaan Good Governance maka semakin berkualitas pelayanan 
publik di Kantor Kecamatan Barusjahe (Barus, 2011).   Nisa Sabrina, (2018). Implementasi Prinsip-
Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Di Bidang Pelayanan Publik 

Pada Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran” Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 
diketahui bahwa implementasi prinsip-prinsip Good Governance belum maksimal karena ada 
beberapa indikator tentang prinsip-prinsip Good Governance yang belum di implementasikan 
yaitu indikator Responsif dan transparansi (Sabrina, 2018). Selanjutnya Andika Trisno, dkk 

(2017). Dengan judul “Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan publik 
Di Kecamatan Wanea Kota Manado”. Pada hasil penelitian ini disimpulkan secara umum 
pelayanan publik yang mengedepakan prinsip-prinsip Good Governance yang ada Di kecamatan 
Wanea Kota Manado telah dilaksanakan dengan baik, walaupun belum sepenuhnya maksimal 
(Trisno et al., 2017). 
 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui implementasi prinsip-prinsip Good Governance dalam meningkatkan organisasi 
pelayanan publik dalam meningkatkan kinerja organisasi pelayanan publik pada Kelurahan 
Gundaling I Berastagi serta untuk mengetahui faktor penghambat terselenggaranya prinsip-
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prinsip Good Governance dalam meningkatkan kinerja organisasi pelayanan publik pada 
Kelurahan Gundaling I Berastagi.  
 
METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif. 
Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek 
yang alamiah (Sugiyono, 2017). Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan objek serta 
masalah pada penelitian sesuai dengan fakta yang didapat pada saat melakukan penelitian. Selain 
itu peneliti akan menggunakan tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif adalah suatu 
bentuk penelitian yang tujuannya untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai tujuan 
penelitian (Sugiyono, 2017). Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah Kantor Kelurahan 
Gundaling I Kota Berastagi. 

Untuk menentukan hasil pencapaian suatu tujuan penelitian maka dalam penelitian 
kualitatif, teknik pengumpulan data harus signifikan dan strategis. Pengumpulan data dilakukan 
pada kondisi yang alamiah, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, 
wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2017). Oleh karena itu, teknik pengumpulan data harus 
diketahui oleh peneliti agar mampu mendapatkan data yang dapat memenuhi standar yang 
ditetapkan atau yang berlaku pada dunia penelitian atau dunia akademik. Adapun teknik 
pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan 
dokumentasi. 

Penelitian kualitatif mempunyai sumber data utama dari kata dan tindakan, selebihnya 
adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian yang dilakukan dengan cara 
observasi dan wawancara menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. 
(Moleong, 2010). Dimana data primer diperoleh langsung dari Kelurahan Gundaling I Berastagi 
serta masyarakat penerima pelayanan. Data sekunder di peroleh dari dokumen resmi dari 
Kelurahan Gundaling I Berastagi, serta data yang bersifat jurnal, artikel, buku dan sumber-sumber 
lainnya yang dapat mendukung proses penelitian ini.  

Dalam penelitian ini, informan memiliki peranan yang penting dalam proses pengambilan 
data atau informasi. Informan penelitian merupakan orang-orang yang dapat memberikan 
informasi. Informan penelitian dipilih peneliti dalam upaya memperoleh bahan dan data-data 
penelitian lapangan yang dilakukan secara sengaja (purpose sampling) dengan perencanaan dan 
kematangan berfikir. Menurut Hendarso dalam (Suyanto & Sutinah, 2011) informan penelitian 
meliputi tiga macam yaitu informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki informasi 
pokok yang diperlukan dalam penelitian, informan utama atau umum adalah mereka yang terlibat 
secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, dan informan tambahan adalah mereka yang 
dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang 
diteliti. Adapun Informan kunci pada penelitian ini yaitu Lurah Gundaling I Kota Berastagi (Bapak 
Kartama Tarigan, SE), informan utama atau umum yaitu Kasi Pemerintahan dan Kasi Umum pada 
Kelurahan Gundaling I Berastagi (Ibu Desy Bangun, A.Md dan Ibu Evi Agustin, A.Md) dan informan 
tambahan yaitu masyarakat pada Kelurahan Gundaling I Berastagi (Ibu Murni Sinaga dan Bapak 
Haposan Hutahaean). 

Menurut Patton sebagaimana dikutip (Moleong, 2010) menjelaskan bahwa teknik analisis 
data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam suatu pola, kategori, dan 
satuan uraian dasar. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di 
lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Metode penelitian teknik analisis data ini 
berpedoman terhadap studi atau penelitian yang telah dilakukan pada penelitian di lapangan, 
berbagai kesimpulan dari hasil penelitian kemudian dibandingkan dengan teori yang ada, 
kemudian menyimpulkan penelitian yang telah dilakukan dan selanjutnya di berikan masukan-
masukan terhadap kantor Kelurahan Gundaling I Kota Berastagi. Kegiatan analisis data pada 
penelitian ini terdiri dari empat yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi 
Pelayanan Publik Pada Kelurahan Gundaling I Berastagi 

Untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip-prinsip Good Governance dalam 
meningkatkan kinerja organisasi pelayanan publik pada Kelurahan Gundaling I Berastagi, maka 
peneliti menggunakan teori prinsip-prinsip Good Governance oleh (Sedarmayanti, 2007) yaitu 
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responsivitas, efektivitas dan efesiensi, keadilan, akuntabilitas dan transparansi. Prinsip-prinsip 
ini menjadi dasar penting dalam membangun pemerintahan yang baik dan layanan publik yang 
berkualitas. Menerapkan responsivitas, efektivitas dan efisiensi, keadilan, akuntabilitas, serta 
transparansi dalam tindakan dan kebijakan pemerintah akan membantu mencapai tujuan Good 
Governance yang diharapkan, yaitu pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat 
dan berusaha memenuhi kepentingan publik dengan baik. 

Responsivitas merupakan salah satu bentuk tanggapan dan kerelaan penyedia 
layanan untuk membantu memberikan pertolongan kepada masyarakat dalam bentuk 
pelayanan. Prinsip responsivitas memiliki dua indikator yaitu merespon setiap pemohon yang 
ingin mendapatkan pelayanan biasanya indikator ini mencakup sikap dan komunikasi yang baik 
dari penyedia layanan dan petugas melakukan pelayanan dengan cepat dan petugas melakukan 
pelayanan dengan tepat. Responsivitas mengacu pada kemampuan pemerintah untuk merespons 
kebutuhan, masukan, dan aspirasi masyarakat secara efektif. Pemerintah yang responsif akan 
mendengarkan keluhan dan masukan dari masyarakat, mengambil tindakan yang sesuai untuk 
memecahkan masalah, dan menjawab pertanyaan atau permintaan masyarakat dengan cepat dan 
efisien. Ini mencerminkan kesediaan pemerintah untuk bekerja sama dengan masyarakat dalam 
merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang memenuhi kepentingan publik 
(Sedarmayanti, 2007). Hasil dari wawancara bersama para pegawai di Kelurahan Gundaling I 
Berastagi serta masyarakat, bahwa pada tiap-tiap indikator pada prinsip responsivitas sejauh ini 
telah berjalan dengan baik.  

Efektivitas dan efesien adalah salah satu dari prinsip Good Governance yang sangat 
penting untuk diterapkan agar pelayanan menjadi lebih baik. Adapun indikator pada 
prinsip efektivitas dan efisien yaitu kedispilan dan pelayanan mudah. Efektivitas mengacu 
pada kemampuan pemerintah untuk mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan dengan efektif. 
Pemerintah harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan. 
Sementara itu, efisiensi berfokus pada penggunaan sumber daya yang tersedia dengan cara yang 
paling ekonomis dan hemat biaya. Pemerintah yang efisien akan menggunakan sumber daya 
dengan bijak, menghindari pemborosan, dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil 
menghasilkan hasil yang maksimal (Sedarmayanti, 2007). Dari hasil yang di dapat pada saat 
mewawancarai para pegawai yang ada di kelurahan Gundaling I Berastagi dan masyarakat, 
bahwa prinsip efektivitas dan efisien belum sepenuhnya di implementasikan dengan baik. 
Terdapat salah satu indikatornya yang belum di implementasikan dengan baik yaitu kedispilinan. 
Menurut para pegawai serta masyarakat di kelurahan tersebut sampai saat ini kedisplinan masih 
belum dijalankan dengan baik karena masih terdapat pegawai yang datang tidak tepat waktu, dan 
pulang tidak pada waktunya. Sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat serta prinsip 
Good Governance pada kelurahan tersebut belum dapat berjalan dengan baik. 

Keadilan merupakan setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk 
memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraan mereka. Keadilan dalam prinsip Good 
Governance mengacu pada perlakuan yang adil dan setara terhadap semua warga negara. 
Pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil 
terhadap kelompok atau individu tertentu. Keadilan juga melibatkan distribusi sumber daya dan 
manfaat secara adil sehingga semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk 
mendapatkan akses ke layanan publik dan hak-hak dasar (Sedarmayanti, 2007). Hasil dari 
wawancara dengan pegawai di Kelurahan Gundaling I Berastagi dan masyarakat 
menjelaskan bahwa pelayanan yang diberikan Kelurahan Gundaling I Berastagi sudah 
cukup adil karena berdasarkan pernyataan wawancara terhadap masyarakat, masyarakat 
mengatakan tidak adanya perbedaan terhadap masyarakat. Sistem pelayanan yang 
diberikan oleh Kelurahan Gundaling I Berastagi yaitu memberikan pelayanan kepada 
masyarakat yang pertama datang. Atau suatu pelayanan yang diberikan oleh Kelurahan 
Gundaling I Berastagi yaitu bagi masyarakat yang pertama datang atau pertama mendaftar 
maka dia juga lah yang pertama keluar atau diselesaikan (First in First Out). Sehingga 
prinsip keadilan ini sudah berjalan dengan baik pada Kelurahan Gundaling I Berastagi. 

Akuntabilitas yaitu suatu kondisi dimana suatu penyelenggaraan pemerintahan 
harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara politik atau pun secara administratif. 
Terdapat indikator pada prinsip akuntabilitas yaitu akuntabilitas terhadap kelalain yang 
dilakukan pada saat memberikan pelayanan dan akuntabilitas terhadap prosedur dalam 
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memberikan pelayanan. Akuntabilitas adalah prinsip yang menekankan pentingnya pemerintah 
untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya kepada masyarakat. Pemerintah harus 
memiliki mekanisme dan proses yang memungkinkan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja 
mereka. Akuntabilitas juga melibatkan transparansi dalam pelaporan, di mana pemerintah harus 
secara terbuka mengungkapkan informasi tentang kebijakan, anggaran, dan penggunaan sumber 
daya kepada publik (Sedarmayanti, 2007). Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai 
Kelurahan Gundaling I Berastagi serta masyarakat bahwa indikator-indikator akuntabilitas sudah 
berjalan dengan baik. Masyarakat menilai bahwa pegawai di kelurahan tersebut bertanggung 
jawab penuh terhadap kelalaian ataupun kesalahan yang diperbuat saat memberikan pelayanan 
serta bertanggungjawab terhadap prosedur yang ada di Kelurahan tersebut,  

Transparansi adalah sifat terbuka atau keterbukaan terhadap setiap tindakan yang 
diambil atau yang dilakukan oleh pemerintah. Transparansi berarti bahwa pemerintah harus 
terbuka dan jujur dalam semua aktivitasnya. Ini mencakup publikasi informasi yang relevan, 
aksesibilitas data, dan pemahaman yang baik tentang bagaimana keputusan dibuat. Dengan 
transparansi yang tinggi, masyarakat dapat mengawasi tindakan pemerintah, memahami alasan 
di balik kebijakan, dan mengevaluasi apakah tindakan tersebut sesuai dengan kepentingan 
mereka. (Sedarmayanti, 2007). Menurut pernyataan dari pegawai Kelurahan Gundaling I Berastagi 
serta masyarakat, bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat selalu terbuka. Seperti 
persyaratan yang dibutuhkan ketika ingin mengurus sesuatu. Pegawai di Kelurahan tersebut 
secara terbuka dengan membuat persyaratan-persyaratan di papan pengumuman.  Serta terbuka 
terhadap biaya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan. Dimana menurut pegawai di 
Kelurahan tersebut dan masyarakat sejauh ini dalam pemberian pelayanan atau pengurusan 
berkas, masyarakat tidak pernah di pungut biaya apa pun. pada kantor Kelurahan Gundaling I 
Berastagi juga sudah di implementasikan dengan cukup baik. Sehingga berdasarkan pernyataan 
pegawai dan masyarakat pada Kelurahan Gundaling I Berastagi bahwa prinsip transparansi sudah 
berjalan dengan baik. 

 

Faktor-Faktor Penghambat Terselenggaranya Implementasi Prinsip-Prinsip Good 

Governance Dalam Meningkatkan Organisasi Pelayanan Publik Pada Kelurahan Gundaling 

I Berastagi 

Faktor-faktor penghambat dalam implementasi prinsip-prinsip Good Governance di 
Kelurahan Gundaling I Berastagi memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pelayanan 
publik dan efektivitas organisasi pemerintahan. Dua faktor penting yang menjadi hambatan dalam 
menerapkan prinsip-prinsip Good Governance adalah sarana dan prasarana yang terbatas serta 
sumber daya manusia yang kurang disiplin. 

Pertama, sarana dan prasarana yang tidak memadai menjadi kendala utama dalam 
menyelenggarakan prinsip-prinsip Good Governance di Kelurahan tersebut. Sarana seperti 
komputer, mesin fotokopi, dan ruang kerja yang terbatas memiliki peran krusial dalam 
mendukung efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Hasil wawancara dengan pegawai 
Kelurahan dan masyarakat mengungkapkan bahwa kelangkaan atau ketidakcukupan sarana dan 
prasarana tersebut menghambat proses pelayanan kepada masyarakat. Ketidakmampuan untuk 
memberikan pelayanan yang optimal bisa merugikan masyarakat dan menghambat pencapaian 
tujuan Good Governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas. 

Kedua, faktor sumber daya manusia menjadi hambatan serius dalam implementasi prinsip-
prinsip Good Governance. Pegawai yang kurang disiplin dalam hal waktu dan memberikan 
pelayanan dapat menghambat efektivitas pelayanan publik. Kedisiplinan yang rendah dapat 
memengaruhi kualitas pelayanan dan juga menciptakan ketidakpuasan di antara masyarakat. 
Prinsip Good Governance menekankan pentingnya akuntabilitas dan efisiensi dalam 
pemerintahan, dan kurangnya disiplin pegawai dapat menghambat pencapaian prinsip-prinsip 
tersebut. 

Dalam rangka meningkatkan implementasi prinsip-prinsip Good Governance di Kelurahan 
Gundaling I Berastagi, langkah-langkah perbaikan harus diambil. Ini termasuk investasi dalam 
perbaikan sarana dan prasarana, pelatihan pegawai untuk meningkatkan kedisiplinan dan 
keterampilan dalam memberikan pelayanan, serta mengedepankan transparansi dan 
akuntabilitas dalam setiap langkah pemerintahan. Dengan demikian, Kelurahan dapat mencapai 
tingkat pelayanan publik yang lebih baik dan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance 
yang diinginkan. 
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SIMPULAN  
Prinsip-prinsip Good Governance pada Kelurahan Gundaling I Berastagi belum sepenuhnya 

di implementasikan dengan baik. Beberapa prinsip yang sudah di implementasikan dengan baik 
yaitu prinsip responsivitas, prinsip keadilan, prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi. Dari 
hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa prinsip-prinsip Good Governance tersebut sudah 
diterapkan dengan baik pada kantor Kelurahan Gundaling I Berastagi. Sedangkan yang belum 
sepenuhnya di implementasikan dengan baik pada kantor Kelurahan tersebut yaitu prinsip 
efektivitas dan efesien. Pada prinsip ini terdapat salah satu indikator nya yang beluh sepenuhnya 
di implementasikan dengan baik seperti kedisplinan petugas dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat. Diketahui bahwa para petugas yang ada di kantor kelurahan tersebut sejauh 
ini belum menerapkan sikap displin, contohnya masih sering datang terlambat sehingga 
menyebabkan pelayanan publik dapat terhambat. Selain itu terdapat juga faktor yang menjadi 
penghambat penyelenggaraan prinsip-prinsip Good Governance pada Kelurahan Gundaling I 
Berastagi yaitu pertama, sumber daya manusia (SDM) dimana masih terdapat sikap kurang 
disiplin pegawai saat melakukan pekerjaan seperti pegawai sering datang terlambat dan sikap 
kurang peduli misalnya datang hanya untuk absensi saja. Kedua, terbatasnya sarana dan prasarana 
pada Kelurahan Gundaling I Berastagi. Seperti kurang nya ruang kerja yang menyebabkan pegawai 
di dalam satu ruangan itu banyak sehingga pegawai merasa sedikit kesempitan serta tidak 
berfungsinya mesin fotocopy yang membuat pegawai serta masyarakat sedikit kesulitan saat ingin 
mengcopy berkas atau surat yang diperlukan. 
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